PEMERINTAH KHBPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamal | Jalan Soskamo Hatta Nomaor - Mahil 82581

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (51} DINAS KOMUNIKAS], INFORMATIEA,
STATISTIK DAN PERSANINAN
NOMOR DAN TANGGAL 5P
900/33/SP/ Diskominfo-5P, 09 Maret 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama . Dirs. I TAMRIS DARWIS

NIP 19641019 199903 1 008

Jabatan . Kepala Dinas Kominfo-SP

Alamat - JL. Sockarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,

Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

MNama o AGUSRIADI

Jabatan : Direktur TOKO CAHAYA AGUS

NPWP © 30.469.697 4-803.000

Alamat : JI. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Dafiar Produk PAKET
- Huga | Tanggal ;
Nama Produk K:mm E‘m ng;:aRS?uan Kirim Terima Tm::'lﬂl {;HLH
AC Panasonic 1 PK 14 Maret
CUICS YNOWEJ 4.00 IDR. 4.350.000 - 2023 17.400.000 J

~ Sub Total | 17.400.000_

PPN-11%| 1.914.000
Total Pembayaran 19.314. 000

TERBILANG : Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah,-

SYARAT DAN KETENTUAN :

|. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total harga dan waktu yang tercantum di dalam 5P ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/mau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik,
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dijual selain melalui Toko Daring pada periode penjualan, jumiah, dan tempat
sertn spesifikasi teknis dan persyarston yang sama,

¢ menginmkan barang sesual spesilikasi dalam S0 i selambat lambatnyg o pada
(tangpal/bulan'tahun) sejak 51 i diterima oleh Penyedia,

d  bertangpungjawab atns keamunan, kualitas, dan kuantias barang yang dipean,

¢ mengganti barmng setelah Pejabat PenandatanganPenpesaban Tanda Bukn
Perjanpian - melalus  PejabatPanitia - Penerima Hasl - Pelergaan (PP
melakukan pemeniksaan barang dan menemukan bahwa

I barang rusak nkibat cacat produks:,

2 barang rusak pada saat penginman barang hingga barang ditenima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Penanjian, dan/atau

3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini

{  membenkan layanan tambahan yang dipenjanikan seperty istalasi, testing. dan
pelatihan (apabila ada),

g. memberikan layanan pumnajual sesumi dengan ketentuan paransi masing-
masing barang

b, PEJABAT PENANDATANGANPENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
|. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak.
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi vang tercantum di
dalam SP ini,
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan,
¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
I. barang rusak akibat cacat produksi,
2, barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada 5P ini.
d Mendapatkan layanan tambahan vang diperjanjikan seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada);
¢, Mendapatkan layanan pumajual sesuai dengan Ketentuan garansi masing-
masing barang.
2, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban.
a melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam
SP ini; dan
b. memenksa kualitas dan kuantitas barang;
¢. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (13 Maret 2023) sejak SP imi diterima oleh Penyedia.

. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

DINAS KOMINFO-SP JL. SOEKARND HATTA KECAMATAN MALILI KABUPATEN
LUWU TIMUR

. Tanpgal Barang Diterima
. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

i Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku Perjanjian melalm PPHP menenma
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP im
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Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibal cacat produksi,

2 barang rusak pada saal pengiriman bamang hingga barang diterima oleh Pejubu
Penandatangan/Pengesaban Tanda Bukt Perangian, dan/atou

3. barang yang diterima hdak sesumi dengan spesifikast barang schagamana tercantum
pada 81" ini

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku Peranjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacal muty atau kerusakan barang tersehut

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjinn dapat meminta Tim Tekmis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memernntahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacal mutu serta melakukan penguyian
terhadap barang yang diangpap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukn
Pepanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan,

g Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan membernkan
penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia

atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini

2 Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daflar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain vang
sah vang dibalbalnkan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP

8. Pengalihan dan‘atau subkontrak
a Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Konirak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifal standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerab/Institusi;
dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. 8P hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiiman  barang  atas  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku Perjanjian,

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .
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a Penyedia berkewajiban untuk memastukan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Inelekiual (HAKTY pihak manapun dan dalam
bentuk npapun

b Penyedia berkewnjiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesaban Tanda
Buku Perjanjian dar atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewayiban, kehilanpan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biava
vang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku Peranjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

j2. Jaminan Bebas Cocat Mutw/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dan produsen pabrikan (jiks ada) berkewajiban
untuk menjamin  bahwa selama penggunaan secarn  wajar oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

b, Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

¢ Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual,

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

¢. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secam langsung atau melalui pihak
ketiga vang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran _ _ _
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening Bank Sulselbar Cabang
Malili dengan Nomor Rekening 093-202-000000714-7, dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah
PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah,

14. Sanksi
a Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 {Tujuh) han kerja,
2 Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui Toko Daring dan SP ini tanpa diserfai alasan yang dapat ditenima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses Toko Daring dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui Toko daring pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:
I peringatan teriuhis;
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a penghentian sementar dalam sistem tramsnksl Toko Darng . atau
b penurutian pencantuman dan Toko Danng
¢ Tata Cara Pengensan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktu Perjanjian mengenakan sank
schagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengena
sanksi sebagaimana dintur dalom Peraturan Kepala LKPP tentang Toko Danng

15 Penghentian dan Pemutusan SP
a  Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal atau tenadi Keadaan
Kahar
b Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan'Pengesahan Tanda Bukt Perjanyian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila;

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebibi batas berakhirya SP,

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekenaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhimya pelaksamaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan,

c¢. setelah dibenikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,

¢ Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan vang diputuskan oleh instansi yang berwenang. danvatau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atan
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinvatakan benar
oleh instansi yang berwenang.

Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-

lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara

tertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a akibal keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapal melaksanakan pekerjaan
sesuai ketentuan SP atau adendum SP,

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuh
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenubs
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebapaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan 5P secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,

13

16, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambal menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana
tercantum dalam SP ini untuk setiap han keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.
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b Dalam hal enadi Kendaan Kohar, Penyedin membentahukan temang teradinys
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku Peranjian
secarn tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) han kalender segak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenany sesum
ketentuan peraturan perundang-undangan

¢ Tidak termasuk Keadaan Kahar pdolah hal-hal merugikan yang dischabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d Keterlambatan pelaksanaan pekerjuan yang diskibatkan oleh teradings Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi,

e Seteluh terjadinyn Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP,

Penyelesaian Perselisthan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisthan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliast atau pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tdak satu pun personil satuan kerjn  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun  gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dan SP ini, Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap 5P ini.

| 0. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku scjak tangpal SP ini dimndaianganilulch para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan. Tanggal 09 Maret /d 18 Maret 2023.

| Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
. masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

R

Untuk dan atas nama
Dinas Kominfo-5P : .
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda  Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

Bukti Perjanjian,

Drs. 1. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199903 1 008
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamat Jatan Soekarno Hatta Nomor - Mati 52901
F mail !:_un |!f| |:-_|l-' revnid i B gt ol

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) DINAS KOMUNIKASL INFORMATIEA
- STATISTIK DAN PERSANDIAN

* NOMOR DAN TANGGAL SP - 900/5k
ISP Dskominfo-5P, 31 Maret 20213

- Yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama - Dirs. H HAMRIS DARWIS

NIP C 19641119 199903 1 008

Jabatan . Kepala Dinas Kominfo-SP

Alamat J1. Soekamo Haita, Desa Puncak Indah, Kec. Malil, Kab Luwu Timur,

Provinsi Sulawes: Selatan. )
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian,

MNama o AGUSRIADI

Jabatan . Pemilik TOKO CAHAYA AGUS

NPWP + 30.469.967 4-803.000

Alamat : JI. Spekamo Hatta Desa Puncak Indah Kee. Malili Kab. Luwu Timur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut -

| Rincian Barang
Dafiar Produk PAKET

¥ | 'Harga Satuan | Total Harga |
No Nama Produk Vol Satuan (Rp) Rp) |
1. | Kursi Podcast 2 Buah 1L054.500 | 2.109.000 |
2, | Meja Kerja Eselon 1l 1 Buah 7770000 7770000 |
3. | Meja Kerja Eselon IV 1 Buah 4.717.500 4.717.500
4. | Kursi Kerja Eselon Il 1 Buah 5.772.000 5.772.000 |
5. | Kursi Kerja Eselon (11 I Buah 3.885.000 J.885.000
6. | Kursi Kerja Eselon IV I Buah 2.830.500 2.&::?3.5&" :
7. | Kursi Kerja Fejabat Eselon IV 2 Buah 1.942.500 - 3.885.000 '
Total Harga Termasuk PPN - 11% | 3096900 |

TERBILANG ® Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah.-

SYARAT DAN KETENTUAN :

I. Hak dan Kewajiban
a. Penyedin
I. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total harga dan waktu yang tercantum di dalam 5P ini
2. Penyedia memiliki kewajiban:
o tidak membuai dan/atau menyampaikan dokumen dan/atan keterangan lain
yang tidak benar untuk memenubi persyaratan Katalog Elektromik,
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D, lan TRREY S DU T TRIER T B URA LAGANING CUIIN Rl Gy PR Daddng yang
dijual selain melalui Toko Daring pada periode penjualan, jumlah, dan tempat
serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama,

¢ mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambainya pada
(tanggalbulan/tahun) sejak SP* ini diterima oleh Penyedia,
d. bertanggungjawab atas keamanan, kunlitas, dan kuantitas barang yang dipesan,
¢ mengganti barang sctelah Pejobat Penandntangan/Pengesahan Tanda Bukn
Perjanjian  melalui  Pejabat/Panitin  Penerima Hasil  Pekerjuan  (PPIP)
melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa
|. barang rusak akibal cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanyian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.
f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);
g memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketenfuan garansi masing
masing barang.
PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
|. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuni dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan,
¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal.
I. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada);
¢. Mendapatkan layanan pumajual sesuai demgan ketentuan garansi masing-

masing barang,
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam
SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang,
¢. memastikan lsyanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

1 Wakiu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuni spesifikasi dalam 8P ini
selambat-lambatnya pada (04 April 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alumat Pengiriman Barang

L}

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikur:

DINAS KOMINFO-SP JL. SOEKARNO HATTA KECAMATAN MALILI KABUPATEN
LUWLU TIMUR

4, Tanggal Barang Diterima

3. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

4. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan harang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada sast pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa.
I barang rusak akibat cacat produksi,
1 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

Penandmangan/Pengesahan Tanda Bukti Petjanjian, dan/atau
3 m?ﬂ;dﬁuhﬁﬁkmhnummmﬂimmnﬂm tereantum
ini.
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IR E PCjA PLAENERRER AT DRI ECS ALY DRkl FOURTL CCTJRmgial dapal ek
prenerimaan barang dan menyampaikan pembertahuwan terulis kepada Pemsedin st
cucat mutu atau kerusakin barang tersebil

. qabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Pecanpian dapat memnta Tim Tekom

pl““k miclakukan pemenksaan wvaa uji mutu teehadap barang yang diterima

pqi,nhat PenandatanganPengesahan Tanda  Bukii Penanpan dapat - memenntabiban
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkin cacat mutu serta melakuban gengign
erhadap barang yang dunggap Pejabat PenandatanganPenpesatun Tanda Hukt
perjanjian mengandung cacal mutu atau kerusakan

penyedia bertangpungawab atas cacat mutu ptau kerusakan barang dengan membenban
penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) han kerja

arga
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Penyanjian membayar kepada Penyedin
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada S1" 101
Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, baya penginman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual

3, Rincian harga S sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuanfitas dan
harga.

perpajkan

penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

Pengalihan dan/atau sublkontrak

g. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distnibusi barang) dan
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Peranghat Daerah/Institusi,
dan
2. Pengalihan schagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat tidak standar misalnya uniuk pekerjaan konstruksi {minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9 Perubahan 5P

n. SP hanya dapat diubah melalui adendum 5P,

b, Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiriman  barang  atas  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Pejanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11, Hak Atas Kekayaan Intelekiual

a, Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikinmkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

b Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dan atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau turtutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Dukti Perjanjian
sehubungan dengan kluim atas pelanggamn HAKL, termasuk pelanggaran hak cipta,

merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan ateu diduga
dilakukan oleh Penyedin.
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|,ﬂﬂn uﬂm L
Penyedia dengan jaminan pabrikan dan produsen pabrikan (pka adaj berkewapban
untuk mpﬂﬂ'l‘lll'l bahwa  selama penggunasn  secara  wagst  oleh  Poabal
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Darang tdak menpandunp oo ot
st vang dischabkan oleh tindakan atau kelalaian Pemyedia, stau cacat mata ol ihat
desain, bahan, dan car ketjn
Jaumvinan bebas cacat mutu int beraku sampai dengan 12 (dua bebasj bulan sctelah s
perima Barang atau jangka wakiu lain yang ditetaphan dalam 5P i
Pejubat PenandatanganPengesaban Tanda Bukti Perjangian akan menyampakan
berinhuan cacal mutu kepada Penyedin segera setelab diemukan cacat mun
rersebut selama Masa Layanan Purnajual
J Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewayiban untuk memperbaiks atau menggant Barany
Jalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitabuan ferschut
. Jike Penyedia tidak _mm;m'hlihi atau menggants Barang akibat cacat muty dalam
jangka waktu vang ditentukan, maka Pejabal Penandatangan Pengesahan Tanda Bukh
penanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
penandatangan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melabui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukn Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut Penyedin berkewayiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian fersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
aleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Penangian. Biaya tersebut dapat
dipotong olch Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjangian dan mlan
(agihan Penyedia

| Pembayarn g e
o pembayamn prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
I penyedia telah mengajukan tagihan,
2. pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening Bank Sulselbar Cabang
Malili dengan Nomor Rekening 093-202-000000714-7, dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak
b, pembayaran terakhir hanya dilakukan setelab pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan buki penyerahan pekerjaan diterbitkan
¢. Pejobat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambal-lambatnya 5 (Lima) han kena selelah
PPK menilai bahwa dokumen pembayarun lengkap dan sah

14. Sanks:
a Penyedia dikenakan sanksi apabila:
|. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 ( Tuuh) han kerja,
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kescpakatan dalam transaksi
melalui Toko Daring dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima, dan/atau
3. menjual barang melalui proses Toko Daring dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jasa yang dijual sclain melalui Toko daning pada penode penjualan,
jumiah, dan tempat serta spesifikasi eknis dan persyaratan yang sama
b Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi admimistratif berupa
1. peringatan tertulis,
2. denda; dan
3, pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a penghentian sementara dalam sistem transaksi Toko Danng, atau
b. penurunan pencantuman dari Toko Daring
¢, Tata Carn Pengenaan Sanksi
Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanks)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengena
sanksi sehagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Toko Daring

15 Penghentian dan Pemutusan SP
) wmm dilakukan karena pekerjoan sudah selesal atau tenjadi Keadaan

b Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perangian
I, Pejabat PenandatanganPengesshan Tanda Bukti Pejanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:
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r g kebutuhan baming/jasa tidak dapat divunda Ml BES DERRITYD 51,

b, berdasarkan penelitian Pejaba Penandatangan/Pengesahan Tanda Huku
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesatkan  keselunihan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 Clima puluh)
hari kalender sejak masa berakhimyn pelaksanaan  pekerjaan  untuk
menyelesaikan pekerjaan;

¢ setelah dibenkan kesempatan menyelesatkan pekenaan sampai dengun 50
(lima pulub) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapal menyelesaikan pekerjuan,

d. Penyedia lalai/cidera jonji dalam meluksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka wakiu yang telah ditetapkan,

¢ Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, danatau

{ pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atay
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang.

pemutusan 8P sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-

|ambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara

tertulis kepada Penyedia,

pemutusan SP oleh Penyedia

| Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal scbagai benkut

o akibat keadnan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematubi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

7 Pemutusan SP sehagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secam tertulis kepada  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,

Tl

1» Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambal menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 171000 (satu perseribu) dari total harpa atau dani sebagian total harga sebagaimana
tercantum dalam SP ini uniuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewwnjiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.

b, Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberituhukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secary tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢. Tidak termasuk Keadnan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak,

d Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dinkibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi,

e, Setelah terjadinya Kendaan Kahar, para pibak dapat melakukan kesepakatan, vang
dituangkan dalam perubahan SP.

18 Penyelesaian Perselisihan

PPejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungpul menyelesaikan secara domai semun perselisiban yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP il atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secam musyawarah maka
perselisition ukan diselesaiknn melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia
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P@m Pembernan Komisi e

@b menjamin  bahwa tidak sato pun persoml  satwan  kera  Pejubat
pdatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian telah atau akan menerima komisi
P tentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
| | Jangsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syaral ini merupakan
LA yang mendasar terhadap SP ini.
:P.;Ber!aku sp

. berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
" ainya pelaksanaan pekerjaan. Tanggal 31 Maret 94 04 April 2023,

SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterar dan masing-
“_pemiliki kekuatan hukum yang sama.
F."i-’

Untuk dan atas nama
Dinas Kominfo-SP .
bt penandatangan/Pengesahan Tanda  Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

Bukti Perjanjian,

—

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199903 | 008
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PEMERINTAH !{AHUPTEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Alumat: Jin, Sockarno-Tlana, Malili 12091
E-muil: ko infio et buw utimirkab oo id

e i e e s T e

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEIABAT
PENANDA TANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJIANJIAN '! E-II-I';!}:I::
KOMUNIKASI [NFORMATIKS

RN TR ) STATISTIK DAN PERSANDIAN

NOMOR DAN TANGGAL  SP
: Q0027HSPIKOMINEO-SP,
TANGGAL 3 MEI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pengpuna Anggaran

Jalan Sukarno Hatta Malili& - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

HENDRICO DHARMADI

General Manager PT. SAMAFITRO

Jalan Ir.H. Juanda Raya No.& Kebon Kelapa Gambir Jakarta
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PEP-PLI4-4211993
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Tanggal

Mama Produk  Kuantitas i Harga Satuan Harga Kirim  Pengiriman  Total Harga
Wang
Produk
4522100001 -
Rp Rp Rp
PEP-001916676 2.0 IDR 24.500.000,00 1.000.000,00 20 Juni 2023 50.000.000,00
Myboal Pro KEV {135}
'::‘IFEIF:-:M-IT*;;HI 3.0 og P e 20 Juni2023 P
' 8.700.000,00 175000000 27.850.000,00

(Mybaak Fra K3 (451)

TERBILANG : Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
|. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesuai dengan total harga dan wakiu yang tercantum di dalam 5P ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan‘atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik:

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

¢. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 30 Juni 2023 sejak SP ini diterima oleh
Penvedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;

¢. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan
menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau

3, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
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b. PEJABAT  PENANDATANGANPENGESAHAN  TANDA BUKTI
PERJANJIAN
I. Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjonjian memiliki
hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
¢, mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
I. barang rusak akibat cacal produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
¢. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban;
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam 5P
ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia,

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Sukamo Hatta Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 30 Juni 2023

5, [Penerimaan, Pemeriksazn, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di
dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tenda Bukti Perjanjian menemukan bahwa;
1. barang rusak akibat cacat produksi;
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2. barang rusak pada sant pengiriman barang hingea barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/utay

3. barang yang diterima tidak sesuai  dengan  spesifikasi  barang
schagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang
diterima.

d. Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti  Perjanjian  dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu
serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu
atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacal mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya ( 14) hari kerja.

6. Harga
r?, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daflar kuantitas
dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum vang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga 5P,

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penvedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau
pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
hersifal standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
sebagainya.
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9. Perubahan SP

a.  SP hanya dapat diubah melalui adendum SP°.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi  perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia
yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesaban Tanda  Bukii
Perjanjian,

10, Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjunjinn terlambat  melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia  berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  barang  yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari atay atas semua tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim
atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak
paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh
Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacal mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP
ini.

¢. Pejabat  Penandatangan/Pengesahan  Tanda Bukti  Perjanjian  akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau
mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
tersebut,

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung
ataw  melalui  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan
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tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuni dengan klaim yang dinjukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
dari nilai tagihan Penyedia,

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilahukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan transfer melalui Bank Central Asia
(BCA) 309-1290888 atas numa PT. SAMAFITRO: dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
¢. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah
PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14, Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
I. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
2, Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3, pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing;
atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
¢. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LK PP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
|. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:
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0. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya S

b, berdasarkan penelitian  Pejabal  Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti - Perjanjian, Penyedin  tidak  akan  mampu
menyelesaikan  keseluruhan pekerjnan  walaupun  diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyclesaikan
pekerjaan;

¢. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia  Barang/asa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penvedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka wakiu yang
telah ditetapkan;

e. Penvedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang: dan/atau

f. pengaduan lentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
danfatau pelanggaran persaingan schat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,

2. Pemutusan SP scbagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambainya  (14)  hari  kerja  setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP
atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
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17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yong terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dulam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b, Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedin memberitahukan tentang terjadinya
Keadaon Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian secara tertulis dalam wakiu selambot-lambotnya 14 fempat helas)
hari kalender sejak t(erjadinya Keadnan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihakfinstansi vang berwenang sesuai ketentwan  peraturan perundong-
undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang discbabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjoan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

¢. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,
vang dituangkan dalam perubahan 8P,

18, Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan
yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau inferpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi
atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Peryedia menjamin bahwa tidak salu pun personil saluan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan lidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SF ini.
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30, Musa Berlaku SP

Si* il berloku sejak tmggal SP il divandatangani oleh para pibie sampal dengan
selesadnyn pelabsanann pekerjan,

wnikdan SP i dibuat dan divandatangani dalim 2 (dua) ranghap termiteral dan masing-
yobngz memilih ) kekatin hukum yang sama.

Uintuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Utk dan atas o Penyedial Keimitraan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan iFS00)

Tunda Bukii Perjanjian f1OSAMAFITRO
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